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WALIKOTA PALANGKA RAYA 

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA fAYA 
NO MOR .A5 .. TAHUN 2020 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN 

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Menimbang 

KOTA PALANGKA RAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 
ayat (1) Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomar 12 
Tahun 201 7 ten tang Pedoman Pembentukan dan 
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk 
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 
2019 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kata Palangka Raya; 

c . bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
I 

(UPTD) Peralatan dan Pemeliharaan Rutin pada Dinas 
Pek~rjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka 
Raya untuk melaksanakan ,kegiatan teknis operasianal 
berdasarkan kebutuhan daerah yang telah memenuhi 
kriteria dan ketentuan Peratura.p. Perundang-Undangan 
yang berlaku; 

C:. bahwa berdasarkan pertimbangan sebar,aimana 
dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, maka perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Palengka Raya tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
Peralatan dan Pemeliharaan Ru tin Pada Dinas 
Peker:jaan Umum dan Penataan Ruang Kata Palangka 
Raya; 



Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2753) ; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nornor 5234) ; 

4 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 L'r tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahu n 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indrmesia Tahun 2017 Nomor 6041) ; 



Menetapkan : 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415); 

10. Peraturan Pemerintah Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1273); 

11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2); 

12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 38 Tahun 
2019 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kota Palangka Raya (Berita Daerah 
Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 38); 

13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 
201 7 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya 
Tahun 2017 Nomor 1). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI 
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN PADA DINAS 
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA 
PALANGKA RAYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Palangka Raya. 

I 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya. 
3. Walikota a~alah Walikota Kota Palangka Raya. 
4. Dinas adc;1lah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Palangka Raya. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Palangka Raya. 
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kot~ Palangka Raya. 
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7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 
I 

Unit Pelak~ana Teknis Peralatan dan Pemeliharaan Rutin pada Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya. 

8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan 
Pemeliharaan Rutin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kota Palangka Raya. 

9. Sub Bagiah. Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit 
I 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peralatan dan Pemeliharaan Rutin pada 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya. 

10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Peralatan dan Pemeliharaan 
Rutin pada: Dinas Pekerjaan Umum da.n Penataan Ruang Kota Palangka 
Raya. 

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebaga, Pegawai 
Aparatur Sipil Negara seca:i:a tetap oleh pejabat I 1embina kepegawaian 
untuk mendudukan jabatan pemerintahan. 

12. Kelompok ~abatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

13. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi cl.ah tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 
Dengan Peratu.:ran Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(UPTD) Peralatan dan Pemeliharaan Rutin pada Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kota Palangka Raya. 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi UPTD Peralatan dan Pemeliharaan Rutin pada Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya sebagai 
berikut: 
a. Kepala; 
b . Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
Peralatan dan Pemeliharaan Rutin pada Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Walikota ini. 
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(3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peralatan dan 
Pemelihar~an Rutin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kota Palangka Raya memiliki klasifikasi kelas A dengan beban kerja yang 
besar. 

BAB IV 
KEDUDUKAN 

Pasal 4 
(1) Unit Pelak~ana Teknis Daerah (UPTD) Peralatan dan Pemeliharaan Rutin 

pada Dina~ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya 
berkedudu~an sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang 
melaksanakan sebagian tugas dinas. 

(2) UPTD Per* atan dan Pemeliharaan Rutin pada Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penat<fan Ruang Kota Palangka Raya dipimpin oleh seorang kepala 
yang dalarp. melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepalda Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 

BABV 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 5 
Unit Pelaksana [feknis Daerah (UPTD) Peralatan dan Pemeliharaan Rutin pada 
Dinas Pekerjaarl Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya mempunyai 
tugas pokok: 
( 1) menyelenggarakan s~bagian kegiatan teknis operasional dan/ a tau 

kegiatan t¢knis penunjang dinas di bidang peralatan alat-alat berat , 
pemelihara!an rutin pernlatan, pemeliharaan rutin jalan, dan 
pemelihara;an rutin drainase sesuai dengan ketentuar.. perundang-
undangan; 

(2) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mt'ngatur, 
mengendalikan pelaksanaan pengoperasian peralatan alat-alat berat, 
pemeliharaan rutin peralatan, pemeliharaan ru tin jalan, dan 
pemeliha.raan ru tin drainase; 

(3) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, 
mengendalikan standar kompetensi peralatan alat-alat berat, 
pemeliharalan rutin peralatan, pemeliharaan rutin jalan, dan 
pemelihara;an rutin drainase; 

(4) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, 
mengendaljkan, dan mengevaluasi peralatan alat-alat berat , 
pemeliharaian rutin peralata.11., pemeliharaan rutin jalan, dan 

I 

pemeliharnjan rutin drainase; 
(5) merencanakan Perbaikan dan perawatan alat-alat berat sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar peralatan dapat dipergunakan 
dengan maksimal; 

(6) memproses pelayanan sewa alat-alat berat, pinjam pakai alat-alat berat 
serta mela\rnanake.n pemeliharaan rutin saluran drainase, pemeliharaan 

rutin jalan, pemeliharaan pera latan, operasional peralatan dan 
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perlengkap~n kerja. 
(7) melaksana~an tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugas. 

Pasal 6 
Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) 
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peralatan dan Pemeliharaan Rutin pada 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya 
menyelenggarakan fungsi: 
(1) penyusunan kebijakan teknis operasional pengelolaan unit pelaksana 

teknis peralatan dan pemeliharaan rutin pada dinas pekerjaan umum 
dan penataan ruang kota palangka raya; 

(2) penyusunan program, koordinasi, pembina::m, pengaturan, dan 
pengendalian peralatan alat-alat berat, pemeliharaan rutin peralatan, 
pemelihara~ ru tin jalan, dan pemeliharaan ru tin drainase; 

(3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan 
pengendalian standa:r kompetensi sumber daya dan manajemen mutu 
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan 
pengendalian peralatan alat-alat berat, pemeliharaan rutin peralatan, 
pemeliharaan ru tin j alan, dan pemeliharaan ru tin drainase; 

(4) pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan; dan 
(5) pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas. 

BAB VI 
URAIAN TUGAS 

Pasal 7 
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peralatan dan Pemeliharaan 
Rutin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya 
mempunyai tugas: 
(1) menyusun rencana dan program kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Peralatan dan Pemeliharaan Rutin; 
(2) mengoordinasikan dan mengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Peralatan dan Pemeliharaan Rutin; 
(3) merencanakan kegiatan masing-masing urusan teknis untuk ditetapkan 

sebagai rumusan program dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah (UPTD) Peralatan dan Pemeliharaan Rutin; 

(4) memb~rikan arahan, pembinaan pada jajaran petugas Unit Pelaksana 
Teknis Daerah (UPTD) Peralatan dan Pemeliharaan Rutin; 

(5) metencanakan Perbaikan dan perawatan alat-alat berat sesuai dengan 
prosedur d,an ketentuan yang berlaku agar peralatan dapat diperf unakan 
dengan maksimal; 

(6) memproses pelayanan sewa alat-alat berat, pinjam pakai alat-alat berat 
serta melaksanakan pemeliharaan rutin saluran drainase,, pemeliharaan 
rutin jalan, pemeliharaan peralatan, operasj_onal peralatan dan 
perlengkapan kerja; 
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(7) menyusun pengaturan, memelihara, menjaga kebersihan dan ketertiban 
serta keam~an dilingkungan UPTD Peralatan dan Pemeliharaan Rutin; 

(8) memeriksa administrasi dan daftar hadir pegawai di Lingkungan UPT 
Peralatan dan Pemeliharaan Ru tin; 

I 

(9) merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada UPTD 
Peralatan cl.an Pemeliharaan Rutin berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai 
(SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi 
Ker:ia Intern; dan 

( 10) memberikap saran dan a tau pertimbangan kepada atasan mengenai 
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan 
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. 

Pasal 8 
(1) Kepala Sul;> Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Peralatan dan Pemeliharaan Rutin pada Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan administrasi 

keuang?-n sumber daya manusia aparatur kerumahtanggaan, sarana 
' prasara!Ila, kearsipan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

UPTD; 
b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan sub bagian tata 

usaha ;sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun 
tertulis.agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

I 
c. menyel~a tugas bawahan dalam pengelolaan urusan aciministrasi 

keuangan, Sumber Daya Manusia aparatur kerumahtanggaan, sarana 
prasarana, kearsipan UPTD; 

d. membi:rhbing bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi 
keuangan, Sumber Daya Manusia aparatur kerumahtanggaan, sarana 

I 

prasara;na, kearsipan UPTD; 
e. menila{ prestasi kerja bawahan lingkungan sub bagian tata usaha 

berdasc}rkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pembinaan dan 
peningkatan karir; 

I 

f. menyelenggarakan pengolahan data, administrasi dan kearsipan; dan 
g. melaks~nakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai 

dengan'. bidang tugas; 
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
Peralatan dan Pemeliharaan Rutin pada Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang me:rr.punyai fungsi: 

I 
I 

a. mengelpla urusan umum; 
b. mengelola urusan keuangan; 
c. mengelpla urusan perlengkapan; dan 
d. mengelola urusan rumah tangga. 
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Pasal 9 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Peralatan dan Pemeliharaan Rutin pada Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan P.uang Kota Palangka Raya terdiri dari: 
a. Teknik Jalan dan Jembatan; 
b. Teknik Pengairan; dan 
c. Teknik Penyehatan Lingkungan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dim.lksud pada ayat (1), 
Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi: 
a. melaksanakan penelitian, meningkatkan dan mengembangkan 

konsep, teori dan metode operasional; dan 
b. melaksanakan penerapan pengetahuan dan kegiat:an teknis yang 

berhubungan dengan penerapan konsep, prinsip dan metode 
operasi©nal di bidang arsitektur dan teknologi se:rt.a efesiensi dalam 
proses produksi. 

(3) Kelompok Jabatan Pe1aksana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
Peralat.an dan Pemeliharaan Rutin pada Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kota Palangka Raya berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku tentang nomenklatur jabatan 
pelaksana. 

BAB VII 
TATA KERJA 

Pasal 10 
(1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tu.gas dan 

fungsi UPTD disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP). 

(2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Walikota 
berdasarkan Pera tu ran Perundang-U ndangan. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan 
masing-masing maupun antar satuan organisasi di li.ngkungan 
Pemerintah Daerah at2.u dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah, 
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas 
umum Penyelenggaraan Negara. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib mengawasi, memimpin, 
mengoordi:rµ.asikan , membimbing serta memberikan petunjuk bagi 
pelaksana tugas bawahannya apabila terjadi penyimpangan agar 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan 
Perundang-U ndangan. 

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan 
tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. 
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(6) Setiap laporan yan,g diterima oleh pimpinan satuan ke:r:ja dari bawahan 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing 
setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala. 

(8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi UPTD berhalangan maka tugas 
pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan 
organisasi setingkat di bawahnya. 

BAB VIII 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 11 
(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peralatan dan 

Pemeliharaan Rutin , Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan 
Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan 
oleh W alikota atas usulan Sekretaris Daerah; 

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), wajib mengikuti 
standar kompetensi teknis di bidang Urusan Pemerintahan yang 
ditangani yang sesuai ketentuan Peraturan Perunda.1g-Undangan; 

(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan Eselon IV.a dan Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha merupakanjabatan struktural Eselon IV.b; dan 

(4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
dilc1.kukan oleh Walikota sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil (PN:,) . 

Pasal 12 
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta su.sunan kepegawaian di lingkungan 
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peralatan dan Pemeliharaan Rutin 
diangkat dan diberhentike.n oleh pegawai yang berwenang sesuai dengan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

BAB IX 
PEMBIAYMN 

Pasal 13 
(1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit 

Pelaksana Teknis Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya serta 
sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dianggarkan dan ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) pada Dinas yang membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah 

dimaksud. 
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BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka 
Raya. 

Diundangkan di Palangka Haya 
pada tanggal 9 oktober 20 20 

Ditetapkan di Palangka Raya 

pada tanggal 9 Cktober 2020 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, 

~ / 
. ~YU 
. / 

BERITA DAERAH--KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 44 



LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKOTA PALAl'~GKA RAYA 
NOf-.10R 45 TAHUN 2020 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN 
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN 
DAN PEMELIHARAAN RUTIN PADA DlNAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN 
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAL.ANGKA RAYA 

KEPALA 
UPTD 

KEPALA SUB 
BAGIAN TATA 

USAHA 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

----


